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ABSTRAKSI

Syifa Fikriyah, Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan
Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Thk
(Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk). Jurusan
Muamalah Fakultas Syari’ah, Institut Ilmu Al-Qur’an
(IIQ) Jakarta. 1435 H/2014 M.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan
penulis terhadap tinjauan legalitas hukum positif dan
hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan
mudharabah serta gambaran tentang mekanisme penerapan
jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis
menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif
yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan
pendekatan survei ke PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
serta melakukan wawancara dan pengumpulan literatur-
literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, penerapan
jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah  telah
mendapatkan legalitas hukum, baik menurut hukum positif
maupun hukum Islam. Faktanya, telah dikeluarkannya
Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari’ah
yang menjelaskan pada pasal 23, Pasal 35 ayat (1) dan
Pasal 36 tentang kebolehan agunan sebagai jaminan
tambahan. Lebih lanjut Fatwa DSN No. 07/DSN-
MUUIV/2000 juga memberikan kebolehan penerapan
jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Kedua, ada tiga
tahapan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia
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Tbk pada penerapan jaminan dalam pembiayaan
mudharabah yaitu pertama, permohonan pembiayaan oleh
nasabah yang bersangkutan. Kedua, bank menentukan
adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan
mudharabah untuk mengantisipasi adanya moral hazard
dan asymmetric information, yang bertujuan menjaga
likuiditas dan penyelewengan terhadap perjanjian. Ketiga,
jika mudharib tidak dapat mengembalikan modal beserta
keuntungannya, maka bank akan meneliti penyebab
mengapa mudharib mengalami kendala tersebut, jika
kendala tersebut bukan merupakan kelalaian mudharib
maka pihak bank akan memberikan kebijakan dengan cara
rescheduling (penjadwalan kembali) pembiayaan, akan
tetapi jika mudharib terbukti melakukan wanprestasi maka
pihak bank akan menawarkan dahulu kepada mudhorib
untuk ditebus, jika tidak bisa ditebus maka langkah
selanjutnya barang jaminan dikuasai oleh Petugas
Penagihan, maka segera dilakukan proses penjualan di
muka umum (lelang).

Pembimbing: M. Nuzul Wibawa, SAg, M. H.

xiv




BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prioritas utama yang dilirik oleh lembaga keuangan
baik konvensional maupun syari’ah dalam
mendistribusikan pembiayaan kepada nasabah adalah
jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari
bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid
'atau cautie secara umum mencakup cara-cara kreditur
menjamin dipenuhi tagihannya  di.  samping
pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-
barangnya.! Jaminan adalah agunan tambahan yang
diserahkan nasabah kepada Bank dalam rangka pemberian
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syari’alh.2

! Salih HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 21-22
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), h. 253

1



2

Menurut Mulyono, jaminan adalah hak dan
kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh
debitur kepada bank guna menjamin pelunasan hutangnya
apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi
sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian
pembiayaan.’ Jaminan merupakan penyerahan kekayqan
~atau pernyataan kesanggupan untuk menanggung
pembayaran kembali suatu hutang, atau dapat diartikan
sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada debitur
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

timbul dari suatu perikatan.*

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syari’ah digunakan istilah agunan
untuk memaknai suatu jaminan, yaitu, “agunan
adalah’ jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak
maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh
pemilik aéunan kepada Bank Syari’ah dan/atau UUS, guna

menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima

3 Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bank Komersil,
(yogyakarta: BPIF, 1990), h. 274

* Freida Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, (Jakarta:
Ind Hill Co, 2002), Cet. Ke-1, h. 6




fasilitas”. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
jaminan kredit juga tercantum dalam pasal 8 yang
menyebutkan bahwa dalam pemberian kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah. Bank umumnya
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas i’tikad baik dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya
atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
Bank umumnya wajib memiliki dan menerapkan pedomam
perkreditan dan pembiayaaan berdasarkan prinsip syariah
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank

Indonesia.

Bunyi pasal 8 tersebut dapat dijadikan bahwa
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang
diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam
pelaksanaanya bank harus memperhatikan azas-azas
perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
yang benar dan sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut,
jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah dalam arti keyakinan atau kemampuan dan
kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan
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demikian, jaminan memegang peranan penting dalam
mendistribusikan beragam jenis pembiayaan termasuk

pembiayaaan mudharabah.

Mudharabah  adalah  transaksi  pembiayaan
berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur
terpenting dalam transaksi mudharabah, yaitu kepercayaan
dari pemilik modal kepada pengelola. Dalam transaksi
mudhorobah secara umum, tidak boleh adanya jaminan
yang disertakan oleh pemilik modal dan ia tidak boleh ikut
campur dalam pengelolaan usaha yang notabennya
dibiayai oleh pemilik modal itu sendiri. Menurut Ibn
Rusyd Jika hal demikian ini terjadi, maka perjanjian dalam
mudharabah menjadi batal dan tidak berlaku.’ Hal ini
sesuai dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang

didasarkan atas saling percaya.

Dalam mudharabah berlaku azas saling percaya.
Artinya baik pemilik modal maupun pengelola keduanya
harus sama-sama menghadapi resiko yang timbul dari

sesuatu yang dilakukan dalam usaha. Dengan demikian,

* Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtasid,
(Semarang: Toha Putra, 1989), h.178
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keharusan pemberian jaminan oleh pengelola kepada
pemilik modal dapat dipahami bahwa yang menanggung
resiko hanya pengelola apabila terjadi suatu keugian,
sedangkan pemilik modal akan terbebas dari tanggung
jawab kerugian tersebut karena terdapat sumber untuk
menutupvi resiko yaitu berupa hasil penjualan jaminan

pengelola modal.

Pengelola modal pada hakikatnya menjadi wakil
dari pemilik modal dalam hal mengelola dana dengan izin
pemilik modal itu sendiri, sehingga ia wajib berlaku
amanah. Jika pengelola melakukan kelalaian, kecerobohan
atau hal-hal yahg menyebabkan teradinya kerugian di luar
perilaku bisnisnya, maka pengelola modal harus
menanggung kerugian dari transaksi mudharabah ini
sebagai sanksi tanggung jawab atas perilakunya. Pengelola
modal juga tidak berhak menentukan sendiri dalam hal
mengambil keputusan dan pembagian keuntungan atas
usahanya itu tanpa kehadiran atau kesepakatan pemilik
modal yang akan menimbulkan kerugian sepihak.6 Untuk

mengantisipasi hal ini, maka jaminan menjadi penting

6 Adiwarman Karim, Bank Islam; Analisi Figh dan Keuangan,
(Jakarta: Rajawali Press,2004), Cet. Ke-2, h. 196-197
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ketika pemilik modal merasa khawatir dan munculnya

penyalahgunaan modal oleh pihak pengelola.

Untuk menghilangkan segala bentuk kekhawatiran
yang muncul dalam bentuk usaha, maka pemilik modal
menetapkan persyaratan administratif khususnya pada
transaksi pembiayaan seperti keabsahan surat-surat,
penggunaan modal, transaksi jaminan dan keabsahan

lainya. Pemilik

modal juga terkadang menetapkan mompensasi bagi setiap
penundaan pembayaran dan garansi bagi setiap
peminjaman. bagaimanapun pemilik modal membutuhkan
uang kompensasi sebagai simpanan cadangan dan biaya
operasional. Sesungguhnya peraturan ini tidak dibenarkan

oleh mazhab Syafi’i.”

Menurut  Syafi’i, konsep mudharabah tidak
mengenal adanya jaminan meski bermaksud untuk
menuntut pengusaha agar berhati-hati dalam melakukan
aktivitas usahanya dan sebagai kepercayaan untuk

melakukan semua ketentuan yang sesuai dengan

” Muhammad, Kontruksi Mudhorobah Dalam Bisnis Syariah,
(Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 8
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persetujuan kontrak sebelumnya. Jika jaminan tetap
diberlakukan, maka akan mengakibatkan rusak dan
berubahnya sistem transaksi mudharabah, karena pada
prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak perlu dan tidak
boleh mensyaratkan adanya agunan sebagai jaminan
sebagaimana dalam akad syirkah lainnya,8 padahal untuk
memperoleh keyakinan tentang data nasabah, lembaga
keuangan syari’ah sebelum menyalurkan pembiayaan
mudhorobah harus melakukan penilaian secara seksama
terhadap watak, keahlian, kemampuan, modal, prospek

usaha dan jaminan.

Demikian urgennya masalah jaminan dalam sebuah
penyaluran pembiayaan mudharabah, maka jaminan perlu
diterapkan dalam lembaga keuangan syari’ah. Salah satu
lembaga keuangan syari’ah yang melakukan penerapan
jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah PT. Bank
Muamalat Tbk. Bank Muamalat ini telah banyak
memberikan manfaat kepada masyarakat yang salah satu

intranya adalah menyalurkan pembiayaan mudharabah

§ Wahbah al-Zuhailly, al-Figh, al-Islam Wa Adillatuhu,(Damaskus:
Daar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-5, h.103
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dengan menetapakan berbagai macam persyaratan yang

salah satu di antaranya adalah kepemilikan jaminan.

Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka penulis
merasa tertarik untuk mencoba menuangkan sebuah obsesi
yang terdapat dalam diri penulis yang kemudian
diwuyjudkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul:
“PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIA YAAN
MUDHARABAH PADA PI. BANK M UAMALAT
INDONESIA TBK”. tema ini menarik untuk dikaji, karena
implikasinya sangat luas sehingga dapat dipahami tentang
konsep penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah
pada perbankan syari’ah ditinjau dari aspek ilmu figh dan

perkembangan ekonomi secara makro.

Batasan dan Perumusan Masalah

Mengingat meluasnya pembahasan tentang praktek
jaminan dalam pembiayaan mudhorobah baik secara
ekonomi modern maupun syari’ah, maka pembahasan
skripsi ini dibatasi hanya pada penerapan jaminan dalam
pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam
terhadap jaminan dalam pembiayaan mudharabah?

2. Bagaimana penerapan jaminan dalam pembiayaan

mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?

. Tujuan dan Manfaat penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan
dan perumusan masalah, maka penelitian skripsi ini
memiliki tujuan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif
terhadap jaminan dalam pembiayaan mudharabah.

2. Memperoleh gambaran tentang aplikasi penerapan
jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk.

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini di antaranya

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri menambah wawasan dan
menerapkan dengan mengembangkan seluruh teori ilmu
yang telah diperoleh semasa penulisan dan
mendapatkan pegalaman, pengetahuan dan
keterampilan yang aplikatif di bidang administrasi PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk.
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2. Bagi pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai
bahan

pengambilan keputusan mengenai pelayanan yang

masukan  pertimbangan  dalam  rangka
diberikan kepada nasabahnya.

3. Bagi pihak lain, merupakan sumber referensi dan saran
pemikiran bagi kalangan akademis dan praktisi di
dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan
bermanfa_at sebagai bahan perbandingan bagi peneliti

yang lain.

D. Kajian Pustaka

NO | Identitas Judul Perbedaan | Persamaan
Peneliti Skripsi

1 Livia Penjamin Skripsi ini | Pembahas
(2005), | barang terfokus annya
Fakultas | gadai dalam | kepada sama-
Syari’ah | perspektif | penjamin | sama
dan Islam dan | barang mengenai
Hukum, | aplikasinya | gadai Jjaminan
Universit | pada Bank | bukan
as Islam | Syari’ah pada
Negri (Studi kasus | penerapan
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(UIN) pada BNI | jaminan
Jakarta Syari’ah) dalam

pembiayaa

n

mudharab

ah
Ahmad | Implementa | Skripsi ini | Pembahas
Syifaul si  Hukum | terfokus annya
Anam Jaminan kepada sama-
(2009), | Lembaga implement | sama
Fakultas | Keuangan asi hukum | mengenai
Hukum | Mikro jaminan jaminan
Ekonomi | Syari’ah bukan
dan (Studi kasus | pada
Teknolo | BMT di | penerapan
g, kota jaminan
Universit | Semarang) | dalam
as pembiayaa
Dipenog n
oro mudharab
Semaran ah

g
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Hendra | Peranan Skripsi ini | Pembahas
Cipta jaminan terfokus annya
(2007), dalam kepada sama-
Fakultas | penyelesaia | peranan sama
Hukum |n jaminan mengenai
Islam pembiayaan | dalam jaminan
Universit | bermasalah | penyelesai
as Islam | (Studi kasus | an
Negri BNI pembiayaa
Sunan Syari’ah n
Kalijaga | Yogyakarta) | bermasala

h  bukan

pada

penerapan

Jjaminan

dalam

pembiayaa

n

mudharab

ah.
Tita Tinjauan Skripsi ini | Pembahas
Ritawaty | Hukum terfokus annya
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(2004),
Fakultas
Syari’ah
dan
Hukum,
Universit
as Islam
Negri
(UIN)
Jakarta

Islam
Terhadap
Jaminan
Bagi
Nasabah
Dari
Perusahaan
Asuransi

yang Pailit

kepada
jaminan
bagi
nasabah
dari
perusahaa
n Asuransi

yang pailit

sama-
sama
mengenai

jaminan

Dengan demikian, walaupun pada penelitian

terdahulu telah banyak skripsi yang membahas tentang

jaminan, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini

terfokus pada penerapan jaminan dalam pembiayaan

mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Kerangka Teori

Peran bank sebagai perantara keuangan adalah

mengambil posisi tengah di antara orang-orang atau pihak

yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan)
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dan orang-orang/pihak yang membutuhkan atau

kekurangan dana (peminjam, debitor, investor).

Dalam ajaran Islam, tugas bank ini diakui. Kaitan
antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis dianggap
sangat penting. Namun, di dalam pelaksanaannya harus
menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan
penghitungan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan
nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan
dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan
pedagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya,
hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.
Sehubungaﬁ dengan jalinan hubungan investor dan
pedagang  tersebut, maka dalam  menjalankan
pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik
dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara
bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan
pembiayaan.

Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan
menjalankan  berbagai teknik dan metode, yang
penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti

kontrak  mudharabah,  musyarakah dan lainnya.
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Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra
usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip
pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada
depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah
pembiayaan.9

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah
harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek
ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi
pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap
berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak
mengandung unsur maisir, gharar, riba, serta bidang
usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping
mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap
mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank
syariah maupun bagi nasabah bank syariah.'” Oleh
karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala

bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian dalam

9 Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah;
Prinsip, Praktik, Prospek (Jakarta: Serambi, 2003), h. 48

""" Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Jakarta: UPP AMP
YMKN, 2002) h. 15.
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rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
kepadanya. Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan
dalam perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah.
la adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain
untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini
bank berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana) yang
membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan
nasabah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa
pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
Jaminan, namun agar mudharib  tidak melakukan
penyimpangan, bank dapat meminta Jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat
dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati.

UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa
dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur
untuk  melunasi hutangnya  sesuai dengan yang

diperjanjikan.
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Hal ini senada dengan peraturan Bank Indonesia
No. 7/2/PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka
mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi
kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas
aktiva produktif dan wajib membentuk penyisihan
penghapusan aktiva produktif.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan
adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang
digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan
penyaluran dana, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.
7/46/PB1/2005, di mana bank dapat meminta jaminan atau
agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak
dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam
akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Terlebih lagi,
prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga
menekankan S5C, yaitu (Character, Capacity, Capital,
Collateral, dan condition of Economy). Prinsip keempat
(collateral) artinya bahwa bank dalam melakukan

pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan
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kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh
peminjam."!

DSN menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan
jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Secara umum,
penyimpangan timbul karena adanya moral hazard. Moral
hazard terjadi ketika masalah moral dan etika dalam
berbisnis tidak sesuai.'? Calon mudharib sering membuat
proposal proyek atau laporan keuangan yang tidak sesuai
dengan kenyataan di lapangan. Ini akan sangat
berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran di
mana pembiayaan merupakan aktiva produktif bagi suatu

bank syariah. Tentunya bank harus tetap menjaga kualitas

aktiva produktifnya sebagaimana petunjuk dari Bank
Indonesia. Bank syariah juga harus meminimalisasi risiko ‘
kerugian akibat pembiayaan bermasalah (non performing
Jfinancing). Karena pada hakikatnya, dana yang disalurkan

kepada pihak kedua dalam bentuk pembiayaan itu adalah

""" Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Jakarta: UPP AMP
YMKN, 2002) h. 304.

' Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah;
Prinsip, Praktik, Prospek, (Jakarta: Serambi, 2003), h.112
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amanah nasabah pihak ketiga (deposan atau penabung)

yang harus senantiasa dijaga.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe peneliian
yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini
kaidah-kaidah Figh. Sedangkan pendekatan penelitian
yang digunakan adalah case approach (pendekatan
kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan
norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam
praktek hukum.'® Dalam penelitian ini fokus penelitian
adalah pada peraturan undang-undangan tentang

Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah.
2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini

meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

'3 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, (Malang: Bayu Media Publissing 2006), Cet. 2, h. 321
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adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat
atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang
diperlukan  berkaitan dengan Jaminan Dalam
Pembiayaan Mudharabah yang akan diperoleh melalui
wawancara dengan para pihak Bank Muamalat, yaitu

dengan agen pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui
studi dokumen/pustaka (library reseérch). Melalui studi
dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang
terkait dengan kerangka teori penelitian; Jaminan Dalam
Pembiayaan Mudhorobah, dan beberapa data yang
terkait dengan Jaminan dan Mudhorobabh.

3. Teknik Analisa Data
Karena pendekatan data utama penelitian ini
adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif
maupun empiris, akan dilakukan dengan cara
menganalisis isi (content analysis). Selanjutnya data
didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan
berikut ini:

a. Reduksi Data
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Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan
survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya
dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan
konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini
data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga
hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan
untuk mengurangi tingkat kesulitan  dalam
pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu
dibuat  sketsa, matrik,atau grafik  sehingga
keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat
dipetakan secara jelas.

. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara
sistematik, baik melalui penentuan tema maupun
yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil

kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.
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4. Teknik Penulisan
Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini
akan merujuk pada “Pedoman Penyusunan Skripsi

Program Sarjana Institut lImu Al-Qur’an tahun 2011.

. Sistematika Penyusunan
Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dalam
memahami satuan isi- penelitian ini, maka penulis
emformulasiakan pembahasan ini dalam 5 bab dengan

aturan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah,
batasan dan perumusan masalah, tuyjuan dan manfaat
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan disertai pula
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN HUKUM

Menguraikan teori-teori dalam penelitian yang

mendukung permasalahan yang diikuti oleh penulis.
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BAB I1I TINJAUAN HUKUM

Berisikan sejarah singkat PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk, struktur organisasi perusahaan, produk-

| produk perusahaan serta visi dan misi perusahaan
BABIV _

Berisikan tentang  analisis jan{inan dalam
pembiayaan mudharabah  pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk yang disesuaikan dengan hukum positif dan
hukum Islam.

BAB V PENUTUP
Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran-saran penulis.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat

menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1.

Penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah
telah mendapatkan legalitas hukum, baik menurut
hukum positif maupun hukum Islam. Faktanya, telah
dikeluarkannya Undang-undang No 21 Tahun 2008
tentang Bank Syari’ah yang menjelaskan pada pasal
23, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 tentang kebolehan
agunan sebagai jaminan tambahan. Lebih lanjut Fatwa ‘
DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 juga memberikan
kebolehan penerapan jaminan dalam pembiayaan
mudharabah.

Ada tiga tahapan yang dilakukan PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk pada penerapan jaminan dalam

pembiayaan mudharabah yaitu:

116
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1. Permohonan pembiayaan oleh nasabah yang
bersangkutan. _

2. Bank menentukan adanya jaminan bagi nasabah
penerima  pembiayaan  mudharabah  untuk
mengantisipasi adanya moral hazard dan
asymmetric information, yang bertujuan menjaga
likuiditas dan penyelewengan terhadap perjanjian.

3. Jika mudharib tidak dapat mengembalikan modal
beserta keuntungannya, maka bank akan meneliti
penyebab mengapa mudharib mengalami kendala
tersebut, jika kendala tersebut bukan merupakan
kelalaian mudharib maka pihak bénk akan
memberikan kebijakan dengan cara rescheduling
(penjadwalan kembali) pembiayaan, akan tetapi
jika mudharib terbukti melakukan wanprestasi
maka pihak bank akan menawarkan dahulu kepada
mudhorib untuk ditebus, jika tidak bisa ditebus
maka langkah selanjutnya barang jaminan dikuasai
oleh Petugas Penagihan, maka segera dilakukan

proses penjualan di muka umum (lelang).
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B. Saran

1. Bagi Bank Indonesia/Pemerintah;
Bank Indonesia selaku bank sentral hendaknya
mengeluarkan regulasi yang lengkap dan tegas sehingga
mampu menjawab semua permasalahan dalam
operasional perbankan syariah secara umum, termasuk
kegiatan pembiayaan bank syariah secara khusus.

2. Bagi Bank Syariah;
Bagi Syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk, hendaknya lebih mengoptimalkan segala
produknya, khususnya produk-produk pembiayaan, agar
dapat menjadi produk perbankan yang dapat diandalkan
bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta tetap
mampu menjaga kemurnian syariahnya.

3. Bagi Mudharib Bank Syariah;
Karena pembiayaan mudharabah merupakan suatu
perjanjian kerja sama yang berpegang teguh kepada
kepercayaan para pihak di dalamnya, sehingga selaku
mudahrib hendaknya dapat menjadi mudahrib yang
bertanggungjawab dan beritikad baik.
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4. Bagi Peneliti
Memberikan pemahaman mengenai konsep perbankan
syariah umumnya dan kegiatan pembiayaan perbakan
syariah pada khususnya, sehingga selalu dapat
memberikan masukan serta kontribusi positif bagi
perkembangan perbankan syariah di masa yang akan

datang.
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